BAB V1

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka secara taktis penulis
dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemberdayaan usaha kecil, dan
menengah oleh Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai tidak berjalan optimal. Peran
yang telah dirumuskan bahkan sudah diimplementasikan sebagaimana yang
diharapkan. Akan tetapi, pemberdayaan UKM tersebut masih dihadapkan pada
berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya pengembangan usaha tersebut.
Terutama paradigma masyarakat sebagai pelaku usaha yang cenderung masih
pragmatis dalam memandangan strategi pemberdayaan yang dirumuskan oleh Dinas
Koperasi Kabupaten Manggarai. Sehingga secara garis besar pemberdayaan UKM di
Kabupaten Manggarai dapat dikatakan belum berjalan optimal.

Adapun hasil penelitian fase inisial menunjukkan bahwa secara keseluruhan
Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai telah menyusun formulasi strategi dalam
memberdayakan  sekaligus mengembangkan UKM  melalui  penyadaran,
pengkapasitasan, dan pendayaan. Sedangkan pada fase partisipatoris menunjukkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam program ataupun kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai cukup tinggi. Ini ditandai dengan minat

dan keikutsertaan pelaku-pelaku UKM yang besar pada tiap pelatihan/penyuluhan



yang diadakan. Sementara fase emansipatoris menunjukkan bahwa perkembangan
UKM di Kabupaten Manggarai pada fase ini sudah semakin berkembang dengan

jumlah asset, volume, dan sisa hasil usaha yang cukup besar.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada seluruh
pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemberdayaan UKM di
Koperasi Kabupaten Manggarai. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. Dinas Koperasi sebagai penanggungjawab dalam pengembangan dan
pemberdayaan UKM di Kabupaten Manggarai seharusnya menyediakan
sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan
ataupun kegiatan lainnya dapat berjalan optimal dan menghasilkan output
yang sesuai dengan harapan.

2. Masyarakat sebagai pelaku UKM seharusnya membuka pemikiran untuk
tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang diberikan
pemerintah. Dengan adanya pelatihan maupun penyadaran sebaiknya
digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan

terkait pengembangan produk usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing.
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